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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas Segala rahmat dan 

karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat 

(SKM) periode tahun 2025. 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini dilaksanakan dengan maksud untuk 

mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh 

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperoleh 

gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 

mengetahui dimensi mutu pelayanan yang harus ditingkatkan, menumbuh kembangkan daya 

kreativitas, partisipasi dan prakarsa masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan publik 

sertauntuk menatasistem, mekanisme dan prosedur pelayanan secara lebih efektif. 

Survei ini menggunakan sampel sebanyak 152 orang responden pada saat melakukan 

kunjungan pada masing-masing pelayanan di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. 

Hasil Survei yang dilakukan antara bulan Juli - September tahun 2025 terhadap kesembilan 

unsur pelayanan, diperoleh nilai IKM sebesar 91,30 dengan kategori mutu pelayanan adalah 

A, yang berarti kinerja pelayanan berada dalam kategori SANGAT BAIK. 

 

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini. Semoga laporan Survei Kepuasan Masyarakat 

(SKM) pada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dapat memberi manfaat bagi semua 

pihak 

 

        Silaut,  1 Oktober 2025 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan 

masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem 

penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan 

masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan 

publik yang lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka 

disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini 

memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam 

penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. 

Kecamatan Silaut menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengukur 

kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan 

publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan 

prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. 

Dalam laporan ini juga disampaikan realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada 

periode sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat 

terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Adapun 

manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain: 

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan; 

2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik 

secara periodik; 
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3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi 

penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah; 

4. Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan; 

5. Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan 

6. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi 

penyelenggara pelayanan. 

1.3 Metode Pengumpulan Data 

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Kecamatan Silaut. 

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dibentuk tim pelaksana Survei 

Kepuasan Masyarakat yang bertanggung jawab dalam seluruh tahapan survei. 

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarkan kepada pengguna 

layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 

tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Kesembilan unsur dalam kuesioner SKM Kecamatan Silaut yaitu 

: 

1. Persyaratan: Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus 

dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai 

media yang mudah diakses oleh masyarakat. 

2. Sistem, mekanisme dan prosedur: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang 

dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta 

pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya. 

3. Waktu penyelesaian: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/ tarif: Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini 

juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar 

dalam pelaksanaan pelayanan. 

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil 

pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 



3  

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

6. Kompetensi pelaksana: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus 

dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman 

7. Perilaku pelaksana: Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan 

pelayanan. 

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Penanganan pengaduan, saran 

dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

9. Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat 

dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara 

luring, daring maupun hybrid. 

1.4 Waktu Pelaksanaan SKM 

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) 

tahun yaitu pada Triwulan III Juli sampai September Tahun 2025 . Penyusunan indeks 

kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 3 (tiga) bulan. 

1.5 Penentuan Jumlah Responden 

 

Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.14 

Tahun 2017. Populasi penerima layanan sebanyak 250 orang dan sampel sebanyak 152 

responden. 
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BAB II  

ANALISIS DATA SKM 

 

2.1 Analisis Responden 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang 

diperoleh yaitu 152 orang responden, dengan rincian sebagai berikut : 

 

No KARAKTERISTIK INDIKATOR JUMLAH PERSENTASE 

1 Jenis Kelamin Laki-Laki 73 48,03% 

  Perempuan 79 51,97% 

     

2 Pendidikan Tidak Sekolah 0 0% 

  SD/Sederajat 0 0% 

  SMP/Sederajat 29 19,08% 

  SMA/Sederajat 78 51,32% 

  D1/D2/D3 11 7,24% 

  D4/S1 33 21,71% 

  S2 1 0,66% 

  S3 0 0% 

     

3 Pekerjaan PNS 4 2,63% 

  Perangkat Nagari 17 11,18% 

  Pedagang 14 9,21% 

  Pegawai Swasta 5 3,29% 

  Wiraswasta/Wirausaha 21 13,82% 

  Petani/Rumah Tangga 67 44,08% 

  Pelajar/Mahasiswa 10 6,58% 

  Honorer 14 9,21% 

     

4 Kategorisasi 
Pengguna Layanan 

Non Disabilitas 152 100% 

Disabilitas 
0 

0% 
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5 
Kategorisasi Jenis 
Disabilitas 

Disabilitas Fisik 0 0% 

 
Disabilitas Intelektual 

0 0% 

Disabilitas Mental 0 0% 

Disabilitas Sensorik 0 0% 
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2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan 
 

 

No. Jenis Layanan 
Jumlah 

Responden 
Persyarat

an 
Prosedur Waktu Biaya Produk 

Komp
etensi 

Perilaku Aduan Sarpras 
IKM Per 

Jenis 
Layanan 

1. 
Pelayanan 

BPJS 
50 92,5 93 89,5 96 91 91,5 91 91,5 84,5 91,28 

2.  
Surat 

Keterangan 
55 91,36 88,03 89,09 94,09 91,36 89,55 89,55 89,55 85,91 89,83 

3 
Dispensasi 

Nikah 
46 93,48 92,75 89,67 95,65 92,39 94,57 91,85 95,11 89,67 92,79 

 

Rerata IKM Per Unsur 92,45 91,26 89,42 95,25 91,58 91,87 90,80 92,05 86,69 91,30 
 

 
IKM Unit Layanan 91,30  

Mutu Unit Layanan A  
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Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur 
 

 

 

a. Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut 

Dari hasil analisis data SKM, kami mengidentifikasi bahwa aspek Sarana dan 

Prasarana serta Waktu merupakan dua isu yang paling sering disorot oleh masyarakat. 

Secara kuantitatif, kedua dimensi ini memiliki nilai yang masih dapat ditingkatkan. Sarana 

dan Prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 86,69. Selanjutnya Waktu yang 

mendapatkan nilai 89,42 adalah nilai terendah kedua. 

Sementara, secara kualitatif dari kritik dan saran, kami menerima masukan yang 

menyatakan bahwa prosedur pelayanan masih kurang dimengerti oleh pasien dan masih 

perlu perbaikan yang masih kurang optimal, berdasarkan umpan balik dari penerima 

layanan dan hasil evaluasi internal, Selain itu, masih terdapat keluhan mengenai waktu 

pelayanan karena masih menunggu antrian yang agak lama karna banyaknya pasien yang 

berobat. 

Atas dasar temuan tersebut, unit kerja kami menyusun rencana tindak lanjut yang 

tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai SKM secara angka, tetapi lebih penting lagi, 

untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Fokus utama kami 

adalah melakukan peningkatan Sarana dan Prasarana serta peningkatan Sarana dan 

Prasarana sehingga kualitas pelaksana dapat meningkat dalam pemberian pelayanan kepada 

pengguna layanan. 
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Berdasarkan hasil analisis tersebut, berikut rencana tindak lanjut yang telah Kami susun untuk 

perbaikan layanan kedepan. 

No Unsur Rencana Tindak 

Lanjut 

Waktu Penanggung 

Jawab 

1 Sarana dan 

Prasarana 

1. Menyediakan Spanduk 
Standar Pelayanan 

2. Menyediakan Sarana 
Ruang Bermain Anak 

3. Menyediakan ruang 
tempat ibadah 

Tahun 2026 Camat 

2. Waktu 
1. Mengusulkan adanya 

penambahan SDM, agar 
proses pelayanan dapat 
diselesaikan tepat waktu. 

2. Mengikuti Pelatihan. 

Desember 2025 Camat 
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a. Tren Nilai SKM 

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Kecamatan Silaut dapat dilihat melalui grafik 

berikut : 

Nilai SKM Kecamatan Silaut 
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 

2025 

 

86,39
91,30

0

20

40

60

80

100

Tahun 2024 Tahun 2025



 

BAB III 

HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA 

 
Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan periode 

(sebelumnya) menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan 

seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode (Sebelumnya) 

 
 

No 
 

Unsur 
 

IKM 
 

Mutu Layanan 

1 Persyaratan 87,83 Baik 

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 87,50 Baik 

3 Waktu Penyelesaian 86,00 Baik 

4 Biaya/Tarif 87,17 Baik 

 
5 

Produk, Spesifikasi, dan JenisPelayanan  
84,33 

 
Baik 

6 Kompetensi Pelaksana 84,00 Baik 

7 Perilaku Pelaksana 84,67 Baik 

 
8 

Penanganan Pengaduan, 

Saran, dan Masukan 

 
89,50 

 
Sangat Baik 

9 Sarana dan Prasarana 86,50 Baik 

 

 
Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi 

lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Kecamatan Silaut Kabupaten 

Pesisir Selatan telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada 2 

unsur terendah hasil SKM periode (sebelumnya). Berkaitan dengan hal tersebut, maka 

implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 
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No 
 

Rencana Tindak Lanjut 
Apakah RTL Telah 

Ditindaklanjuti 
(Sudah/Belum) 

Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan 
ditambahkan tantangan/hambatan yang 

dihadapi) 

Dokumentasi Kegiatan 

1 
 

- Mengirim pesesrta untuk 
mengikuti pelatihan 

- Pemberian piagam penghargaan 

 
Sudah 

- Mengikuti diklat dan pelatihan bagi 
petugas pelayanan 

- Pemberian piagam penghargaan bagi 
petugas pelayanan 

 
Ada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        11                                                                  
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BAB IV 

KESIMPULAN 

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode yang 

dilaksanakan pada Triwulan III mulai Juli hingga September 2025, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

● Sebanyak 152 orang mengisi SKM pada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan di 

tahun 2025. Layanan Surat Keterangan menjadi layanan dengan pengguna terbanyak 

terlihat dari jumlah sampel yang mengisi survei yaitu 55 orang. 

● Pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, secara 

umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 91,30, 

dimana nilai SKM Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan konsistensi 

peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2024 hingga 2025. 

● Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu Sarana dan Prasarana serta 

Waktu. 

● Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, Kecamatan Silaut 

Kabupaten Pesisir Selatan telah/belum menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 

100% (prosentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 

100%) 

 

 

Silaut, 30 September 2025 
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LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor Registrasi: 13.01-109786-2023

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Fasilitasi Proses Perizinan Masyarakat Yang Sudah Terlanjur Berkebun dalam Kawasan Hutan

1.2. Dibuat Oleh
Kecamatan Silaut ( iga2022.silaut.kabupaten.pesisir.selatan )

1.3. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah
OPD

1.5. Nama Inisiator
Pemerintah Kecamatan Silaut

1.6. Jenis Inovasi
Non Digital

1.7. Klasifikasi Inovasi
Inovasi Perangkat Daerah

1.7. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi pelayanan publik

1.8. Asta Cita
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi
antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

1.9. Urusan Inovasi Daerah
lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan Desa

1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
1. Dasar Hukum

 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010

Tentang Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Dicabut Dengan



Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. 

Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan tata cara

Penerimaan Negara Bukan Pajak  (PNPB)

2. Permasalahan

   Wilayah Kecamatan Silaut Sebagian Besar Merupakan Wilayah Penempatan transmigrasi dan terletak di dataran rendah

dan       sebagian besar wilayahnya merupakan daerah rawa Pasang surut dan penggunaan lahan oleh Masyarakat Silaut

dalam bergerak di bidang ekonomi di dominasi oleh Perkebunan Sawit, dan Kecamatan Silaut secara demografi berbatasan

langsung dengan hutan sosial  dan Hutan TNKS lalu masyarakat silaut notabennya berprofesi sebagai petani perkebunan

sawit banyak masyarakat yang berkebun dan berkegiatan ekonomi di dalam kawasan hutan secara ilegal sejak dahulu dari

terbentuknya kawasan transmigrasi Lunang-Silaut.

3. Isu Strategis 

  Dengan Kondisi Demografi Kecamatan Silaut yang perbatasan langsung dengan Hutan Sosial dan Hutan TNKS maka

timbul beberapa isu-isu strategis tentang perhutanan sosial yaitu :

Masyarakat yang sudah terlanjur berkebun di dalam kawasan hutan secara ilegal akan berhadapan langsung dengan

Hukum 

Kesadaran Masyarakat yang kurang untuk menjaga kelestarian Hutan karena tidak ada aturan yang mengikat mereka di

dalam penggunaan kawasan hutan 

Perekonomian masyarakat silaut yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan menggantungkan kehidupan mereka

dengan memanfaatkan hutan secara ilegal

4. Metode Pembaharuan 

Kondisi Sebelum Dilakukan Inovasi 

         Kondisi Masyarakat yang Berkegiatan di dalam kawasan Hutan di Daerah Kecamatan Silaut Sebelum Keluarnya

Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan       Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 selalu ragu dan

bimbang dalam beraktifitas berkebun di kawasan hutan karena mereka tahu kegiatan tersebut melanggar hukum karena

berkegiatan ekonomi di dalam kawasan hitan secara ilegal.

Kondisi Setelah Dilakukan Inovasi 

        Setelah di sahkannya UU Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Dan peraturan pemerintah Nomor

24 Tahun 2021 dapat menjadi wadah bagi masyarakat Kecamatan Silaut yang telah terlanjur Atau lebih dari 5 tahun

Berkebun di dalam kawasan Hutan dengan Melihat STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) Sebagai salah Indikator

Masyarakat Tersebut untuk berkegiatan ekonomi Secara legal atau sah di dalam kawasan hutan dengan ketentuan-

ketentuan yang berlaku sesuai dengan Aturan yang ada. dan dengan Dasar tersebut Pemerintah Kecamatan Silaut

Membantu untuk Memfasilitasi tersebut untuk mengurus dokumen-dokumen legalitas mereka di dalam berkegiatan ekonomi

di dalam kawasan hutan.

5. Tahapan Atau Proses Inovasi

Usulan/Permohonan Dari Masyarakat ke Pemerintah Nagari dan Kecamatan 

Inventarisasi data dan Informasi 

Penetapatan data dan Informasi Oleh Menteri LHK

Verifikasi Administrasi

Verifikasi Teknik Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2021

Clearance Sawit Rakyat 

Penetapan Penyelesaian Sawit Masyarakat



Finalisasi Perhutanan Sosial 

6. Keunggulan /Kebaharuan 

Setelah proses Inovasi yang dilakukan sejak tahun 2023, pada tahun 2024 setelah finalisasi Perhutan Sosial oleh Menteri

LHK RI maka Dikeluarkanlah SK Menteri LHK RI Tentang Legalitas Masyarakat Kecamatan Silaut yang telah terlanjur

Berkebun dan berkegiatan ekonomi di dalam Kawasan Hutan yang dahulunya Ilegal dengan keluarnya SK Tersebut Menjadi

Legal secara Hukum dan tentunya dengan aturan-aturan yang berlaku.

1.11. Tujuan Inovasi Daerah
Tujuan di bnetukan Inovasi Kecamatan Silaut ini yaitu Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Silaut terutama

Masyarakat yang bertempat tinggal dan berkegiatan ekonomi di dalam kawasan hutan dengan Keluarnya SK Kementerian

LHK RI sebagai dokumen yang di pegang oleh masyarakat untuk legalitas dalam berkegiatan ekonomi di dalam kawasan

Hutan 

1.12. Manfaat Yang Diperoleh
Dengan Dilaksanakannya Inovasi Daerah di Kecamatan Silaut Maka Manfaat yang di Peroleh dari Inovasi tersebut Yaitu:

Meningkatnya Perekenomian Masyarakat yang bertempat tinggal dan melakukan kegiatan Pereknomian di sekitar

kawasan hutan dengan sudah legalnya mereka beraktifitas di dalam kawasan hutan 

menjadi Motivasi bagi Masyarakat yang belum mengurus Legalitas kebunnya yang masuk dalam kawasan hutan untuk

mengurus dokumen-dokumen legalitasnya selagi ada kesempatan dengan di sahkannya Undang-undang cipta kerja

Nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2021

 

1.13. Hasil Inovasi
Setelah Proses Inovasi dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 tentang Fasilitasi Proses Perizinan Masyarakat yang

Sudah terlanjur Berkebun di dalam Kawasan Hutan Bagi Masyarakat Silaut Maka Menghasilkan :

Terfasiltasinya Masyarakat yang Belum tahu/tidak tahu cara mengurus legalitas kebun sawit yang di milikinya yang

masuk dalam kawasan Hutan 

Masyarakat Silaut yang Bertempat tinggal dan Melakukan kegiatan ekonomi di dalam kawasan hutan yang dahulunya

Ilegal dan melawan hukum kini menjadi Legal dengan dikeluarkannya SK Kementrian LHK RI 

 

1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah
02-01-2023

1.15. Waktu Implementasi
01-05-2023

1.16. Anggaran
https://static2024.tuxedovation.com/a6f6e6347427d7e09d6230d9507a153213aeeab5.pdf

1.17. Profil Bisnis
-

1.18. Dokumen HAKI
-

1.19. Penghargaan
-

1.20. Koordinat



-2.355646341775183, 101.14302845545295

1.21. Kematangan
92.00

2. INDIKATOR INOVASI

No. Indikator
SID

Informasi Bukti Dukung

1. Regulasi
Inovasi
Daerah

SK Kepala Daerah atau Keputusan
yang ditandatangani oleh Kepala
Perangkat Daerah atas nama Kepala
Daerah

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
TENTANG INOVASI DAERAH DAN TIM
PENGELOLA INOVASI DAERAH TAHUN 2024

2. Ketersediaan
SDM
Terhadap
Inovasi
Daerah

Lebih dari 30 SK CAMAT SILAUT TENTANG FASILITASI
PROSES PERIZINAN MASYARAKAT YANG
SUDAH TERLANJUR BERKEBUN DALAM
KAWASAN HUTAN TAHUN 2023

3. Dukungan
Anggaran

Anggaran dialokasikan pada kegiatan
penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-
SKPD) KECAMATAN SILAUT TAHUN
ANGGARAN 2024
,
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN
ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (DPPA-SKPD) KECAMATAN SILAUT
TAHUN 2023
,
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-
SKPD) KECAMATAN SILAUT TAHUNG
ANGGARAN 2022
,
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-
SKPD) KECAMATAN SILAUT TAHUN
ANGGARAN 2025

4. Alat Kerja Pelaksanaan kerja sudah didukung
sistem informasi online/daring/Artificial
Intelligence

GRUP WHATSAPP
,
GOOGLE EARTH PRO

5. Bimtek
Inovasi

Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih
dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan
TOT)

BIMTEK INOVASI KE 1
,
BIMTEK INOVASI KE 2
,
BIMTEK INOVASI KE 3
,
BIMTEK INOVASI KE 4
,
BIMTEK INOVASI KE 5
,
BIMTEK INOVASI KE 6

https://res5.tuxedovation.com/58325d19a214a5ecdc2e9ecef040f60430e78bf4.pdf
https://res5.tuxedovation.com/72a24d25c6946f3df3e3a6d5d9cb68def0b5540a.pdf
https://static2024.tuxedovation.com/3dd96e7f81e2b0c237057492a9b12ff1f2b2fa52.pdf
https://static2024.tuxedovation.com/8c2581fb1cd23c915cae140a04d12d10e0a31cdb.pdf
https://static2024.tuxedovation.com/4419f3bd248995d1f0340e1cb061d4c5547ca651.pdf
https://res5.tuxedovation.com/a245bf9d62be74cdb2d4a9fe5d7c70115c85ee67.pdf
https://static2024.tuxedovation.com/aa3f479dc78d32f57d08a745c769d48c17d938a2.jpg
https://static2024.tuxedovation.com/449ae64ccbb12e5972e2c4381416ab23f5467aff.jpg
https://static2024.tuxedovation.com/c2e5a8efcbec9e9e12b79f6add7011b885e24640.pdf
https://static2024.tuxedovation.com/5863fa34d031b865e241ee42f334d45db3ecd4e2.pdf
https://static2024.tuxedovation.com/4184bf1140a712bc243f8419ec4daf7cad976e53.pdf
https://static2024.tuxedovation.com/2e35eb33b8952983926565f8a28b011e36c6f4cd.pdf
https://static2024.tuxedovation.com/bedc78f3ad3e56050e2a50c1c8e4124fc8b0db79.pdf
https://static2024.tuxedovation.com/1f5842ce6c84fc202196086b7e5449e74d921d68.pdf


No. Indikator
SID

Informasi Bukti Dukung

6. Integrasi
Program Dan
Kegiatan
Inovasi
Dalam
RKPD

Pemerintah daerah sudah menuangkan
program inovasi daerah dalam RKPD
T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun
berjalan)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023
,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024
,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

7. Jejaring
Inovasi

Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah
atau lebih

SK CAMAT SILAUT TENTANG FASILITASI
PROSES PERIZINAN MASYARAKAT YANG
SUDAH TERLANJUR BERKEBUN DALAM
KAWASAN HUTAN TAHUN 2023

8. Replikasi - Tidak Tersedia

9. Pedoman
Teknis

Telah terdapat Pedoman teknis berupa
buku manual

MANUAL BOOK TENTANG PENYELESAIAN
KEGIATAN USAHA YANG TELAH TERBANGUN
YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG
KEHUTANAN MELALUI SKEMA PERHUTANAN
SOSIAL

10. Pelaksana
Inovasi
Daerah

Ada pelaksana dan ditetapkan dengan
SK/Surat Penugasan/Surat Perintah
Kepala Daerah

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
TENTANG INOVASI DAERAH DAN TIM
PENGELOLA INOVASI DAERAH TAHUN 2024
,
SK CAMAT SILAUT TENTANG FASILITASI
PROSES PERIZINAN MASYARAKAT YANG
SUDAH TERLANJUR BERKEBUN DALAM
KAWASAN HUTAN TAHUN 2023

11. Kemudahan
Informasi
Layanan

Informasi layanan diperoleh melalui 3
atau lebih metode

INFORMASI LAYANAN MANUAL
,
INFORMASI LAYANAN HOTLINE
,
INFORMASI LAYANAN MEDIA SOSIAL
,
INFORMASI LAYANAN ONLINE

12. Penyelesaian
Layanan
Pengaduan

lebih dari sama dengan 91% PENYELESAIAN LAYANAN PENGADUAN
TENTANG FASILITASI PROSES PERIZINAN
MASYARAKAT YANG SUDAH TERLANJUR
BERKEBUN DALAM KAWASAN HUTAN TAHUN
2023

13. Keterlibatan
aktor inovasi

Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih SK CAMAT SILAUT TENTANG FASILITASI
PROSES PERIZINAN MASYARAKAT YANG
SUDAH TERLANJUR BERKEBUN DALAM
KAWASAN HUTAN TAHUN 2023

14. Kemudahan
proses
inovasi yang
dihasilkan

Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1
hari

SOP DAN PROPOSAL INOVASI

https://static2024.tuxedovation.com/5c9365ceded3f55991652cc7329d81a13784b7a4.pdf
https://static2024.tuxedovation.com/52cf996e4069d8187ba506361c1a954a3d7555b8.pdf
https://res5.tuxedovation.com/4d983a721881cfb74f256170d8a654947f4653bd.pdf
https://res5.tuxedovation.com/dc13bc8da0e40a3250aa4fac7d7e9ea9d8c376d6.pdf
https://static2024.tuxedovation.com/1a057187718ffd4241be34da2c52e94926be8a8a.pdf
https://res5.tuxedovation.com/0dd613010dda177d99181643f41bb3a1c91aca8d.pdf
https://res5.tuxedovation.com/4c86a22077fb8d3b6fe2b45fd398f4777892f062.pdf
https://static2024.tuxedovation.com/926b8c670d8c9f8628b67532159c3c9f9dcbdf36.pdf
https://static2024.tuxedovation.com/9d6b9e4702fb9cd40e1baedcf4b1a1979945c3ed.pdf
https://static2024.tuxedovation.com/cf65580f6b7af93372a75ec6623247ce355d4613.pdf
https://static2024.tuxedovation.com/c662f24f504553f65d09ac6bd7ae2c9a1a20a2a4.pdf
https://static2024.tuxedovation.com/9419940d73f4288c0f611ec173b1d946905ba74e.pdf
https://res5.tuxedovation.com/62a2c19319d1f65e1de568c81e84622c1017a0de.pdf
https://static2024.tuxedovation.com/f6e718ec99ad4addebc3630a986be9f6facb636e.pdf


No. Indikator
SID

Informasi Bukti Dukung

15. Layanan
Terintegrasi

Layanan telah terintegrasi dengan
layanan lain pada program atau
kegiatan pada unit organisasi lain atau
dalam lebih dari satu urusan
pemerintahan.

PELAYANAN YANG TERINTEGRASI DENGAN
PELAYANAN SATU PINTU PADA PEMERINTAH
KECAMATAN SILAUT DAN PEMERINTAH
NAGARI SE-KECAMATAN SILAUT

16. Kecepatan
penciptaan
inovasi

Inovasi dapat diciptakan dalam waktu
1-4 bulan

PROPOSAL INOVASI

17. Kemanfaatan
Inovasi

Persentase peningkatan Jumlah Unit >
50%

KEMANFAATAN INOVASI BAGI KELOMPOK
MASYARAKAT DI KECAMATAN SILAUT
,
KEMANFAATAN INOVASI BAGI KELOMPOK
TANI PELADANG SAWIT SILAUT DI
KECAMATAN SILAUT
,
KEMANFAATAN INOVASI BAGI KELOMPOK
TANI PELADANG SAWIT SILAUT TAHUN 2023
DI KECAMATAN SILAUT
,
KEMANFAATAN INOVASI BAGI KELOMPOK
TANI JEMBATAN KUNING SEPAKAT DUA DI
KECAMATAN SILAUT
,
KEMANFAATAN INOVASI BAGI KELOMPOK
HARAPAN BARU DI KECAMATAN SILAUT

18. Monitoring
dan Evaluasi
Inovasi
Daerah

Hasil pengukuran kepuasaan
pengguna dari evaluasi Survei
Kepuasan Masyarakat

Hasil pengukuran kepuasaan pengguna dari
evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat

19. Sosialisasi
Inovasi
Daerah

Media Berita KLHK Tata Kawasan Hutan Seluas 17.539 Ha di
Pesisir Selatan Sumbar

20. Kualitas
Inovasi
Daerah

Memenuhi 5 unsur substansi VIDEO FASILITASI PROSES PERIZINAN
MASYARAKAT YANG SUDAH TERLANJUR
BERKEBUN DALAM KAWASAN HUTAN TAHUN
2023 DI KECAMATAN SILAUT

https://static2024.tuxedovation.com/3d46f42ad1968f491bade39c5eb0a7515312d9c6.jpg
https://static2024.tuxedovation.com/4d9b6ced3acd444abe4fc810da8b398fc6f57df0.pdf
https://static2024.tuxedovation.com/5e77baa1f8a0b682dd70e5e7355c19c0c246c73a.pdf
https://res5.tuxedovation.com/8cf6169500dd71972b6eb5422b5a61d09232c24a.pdf
https://res5.tuxedovation.com/46b59e052919c83c90dce283a40d6579055f3505.pdf
https://res5.tuxedovation.com/59f4f79b820d27598b81b97a95eecdf6b6edea99.pdf
https://res5.tuxedovation.com/7e3335ddce3be0a25551581a1fc1a136166fa86e.pdf
https://static2024.tuxedovation.com/9853dfe1eab8585dd2f890545cac9031167dc46a.pdf
https://static2024.tuxedovation.com/722b86255eb62645c84775889306c4fde2d2f1e8.pdf
https://static2024.tuxedovation.com/b79280123924ee5760609a7b9eb09bc8750de33f.mp4


 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MONITORING DAN EVALUASI NAGARI 

TAHUN 2025 
 

 

 

 

KECAMATAN SILAUT 

KABUPATEN PESISIR SELATAN 
 

 





























































Jalan H. Agus Salim Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat 25611 
Telepon : (0756) 21000 Faksimile (0756) 21200 

Laman https://www.pesisirselatankab.go.id/ Pos-el bupati@pesisirselatankab.go.id 
 

 

BUPATI PESISIR SELATAN 

            
            Pesisir Selatan, 7 Oktober 2024 
 

 
    

Nomor  : 400.9.14/111/Bapedalitbang/2024  
Sifat : Penting   
Lampiran : -   
Hal : Pemberitahuan Data P3KE 

 
 

Yth. Bapak Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial 

       Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

       di- 

Tempat 

 
 

Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 460/326/Kpts/BPT-PS/2022 

Tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, menetapkan 16 parameter 

kemiskinan dan kelas tingkat kemiskinan meliputi ; sangat miskin (miskin ekstrem), miskin dan 

rentan miskin.  

Menindaklanjuti verifikasi dan validasi terhadap 2.170 KK Penduduk Miskin Ekstrem 

yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 050/436/Kpts/BPT-

PS/2023 Tentang Penetapan Data Penduduk Miskin Ekstrem Pensasaran Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023-2024 menggunakan kriteria sebagaimana 

keputusan bupati di atas, disimpulkan sebagai  berikut : 

1. Dari 2.170 KK tidak ditemukan kelompok masyarakat yang berada pada kelas tingkat 
kemiskinan Sangat Miskin (Miskin Ekstrem); 

2. Terdapat sebanyak 30 KK yang pindah ke luar Kabupaten Pesisir Selatan; 
3. Terdapat sebanyak 1.024 KK masuk kelompok penduduk Miskin dan sebanyak 1.116 KK 

masuk kelompok penduduk Rentan  Miskin; 
4. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tersebut, maka penduduk Miskin Ekstrem                        

di Kabupaten Pesisir Selatan per bulan Juli 2024 sudah terentaskan menjadi Nol Persen; 
5. Untuk data Miskin dan Rentan Miskin ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan 

Nomor : 050/360/Kpts/BPT-PS/2024 Tentang Penetapan Data Penduduk Miskin dan Rentan 
Miskin Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan 
Tahun 2024. 

 

Demikian disampaikan kepada Bapak, diucapkan terimakasih.  

                                                                         

 

 

 

 

 

https://www.pesisirselatankab.go.id/
mailto:bupati@pesisirselatankab.go.id


Rerata jumlah balita 

stunting
%

Rerata jumlah balita 

wasting
%

Rerata jumlah 

balita overweight
%

Rerata jumlah 

balita 

underweight

%

[19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26]

1 7 4.09 3 1.75 5 2.92 9 5.26

2 7 6.93 5 4.95 4 3.96 9 8.91

3 9 6.98 3 2.33 5 3.88 9 6.98

4 7 5 3 2.14 6 4.29 7 5

5 6 4.44 4 2.96 4 2.96 8 5.93

6 7 5.83 5 4.17 7 5.83 12 10

7 5 8.33 4 6.67 3 5 9 15

8 5 6.1 1 1.22 2 2.44 3 3.66

9 4 3.36 4 3.36 2 1.68 7 5.88

10 9 6.52 2 1.45 3 2.17 9 6.52

TOTAL 66 5.52 34 2.85 41 3.43 82 6.86

Masalah gizi

Persentase balita stunting (pendek dan Persentase balita wasting (gizi Persentase balita overweight Persentase balita underweight 

NO



KEPOLISIAN DAERAH SUMATRA BARAT 
RESOR PESISIR SELATAN 
SEKTOR LUNANG SILAUT 

 

 

DATA PERKARA POLSEK LUNANG SILAUT TAHUN 2025 
 

 

 
NO 

 
LAPORAN POLISI 

 
PELAPOR 

 
TERLAPOR 

 
PERKARA 

TINDAK LANJUT  
KET 

LIDIK SIDIK SP2LID SP3 RJ P.21 TIPIRING 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

01. LP/B/41/XII/2024/SPKT/Polsek 
Lunang Silaut/ Polres Pesisir 
Selatan/ Polda Sumatera Barat 
27 Desember 2024 

KARIAWATI DUHA, 21 
tahun, Nias, Mengurus 
Rumah Tangga, PT PHP 
Nagari Padang Harapan 
Kecamatan Sasak Ranah 
Pasisie Kabupaten 
Pasaman Barat/ 
Perumahan karyawan PT. 
Sapta Sentosa Jaya Abadi 
Kebun Silaut 3 H-4 devisi 
III Kecamatan Silaut 
Kabupaten pesisir selatan. 

REFO RELI BU’ULOLO, 19 
tahun, Nias, Petani/pekebun, 
PT PHP Nagari Padang 
Harapan Kecamatan Sasak 
Ranah Pasisie Kabupaten 
Pasaman Barat/Perumahan 
karyawan PT. Sapta Sentosa 
Jaya Abadi Kebun Silaut 3 H- 
4 devisi III Kecamatan Silaut 
Kabupaten pesisir selatan 

KDRT - - - - 1 - -  

02. LP/B/02/I/2025/SPKT/ Polsek 
Lunang Silaut/ Polres Pesisir 
Selatan/ Polda Sumatera Barat 
03 Januari 2025 

HARIS SUGHANDI, 27 
tahun, Minang, Buruh 
Harian Lepas, Kampung 
Sindang Nagari Sindang 
Lunang Kecamatan 
Lunang Kabupaten Pesisir 
Selatan 

ALDI, 21 tahun, Minang, 
Petani/pekebun, Kampung 
Pasar Sebelah Nagari Silaut 
Kecamatan Silaut Kabupaten 
Pesisir Selatan 

PENGANIAYAAN - - - - 1 - -  



 

03 LP/B/07/II/2025/SPKT/ Polsek 
Lunang Silaut/ Polres Pesisir 
Selatan/ Polda Sumatera Barat 
19 Februari 2025 

HELVIA RIZKI, 40 tahun, 
Minang, Karyawan 
Honorer, Kampung Lubuk 
Bunta Nagari Lubuk Bunta 
Kecamatan  Silaut 
Kabupaten Pesisir Selatan 

IMAR, 26 Tahun, Minang, 
Mengurus Rumah Tangga, 
KTM Silaut I Nagari Lubuk 
Bunta Kec. Silaut Kab. 
Pesisir Selatan 

PENGANIAYAAN 1 - - - - - -  

 

04 LP/B/10/III/2025/SPKT/ Polsek 
Lunang Silaut/ Polres Pesisir 
Selatan/ Polda Sumatera Barat 
29 Maret 2025 

WATINI, 45 tahun, Jawa, 
Mengurus Rumah Tangga, 
Kampung Sungai Serik 
Nagari Sungai Sarik 
Kecamatan Silaut 
Kabupaten Pesisir Selatan 

GUNARDI, 45 tahun, Jawa, 
Swasta, Kampung Sungai 
Serik Nagari Sungai Sarik 
Kecamatan Silaut Kabupaten 
Pesisir Selatan 

KDRT 1 - - - - - -  

05 LP/B/13/IV/2025/SPKT/ Polsek 
Lunang Silaut/ Polres Pesisir 
Selatan/ Polda Sumatera Barat 
30 April 2025 

FAUZI DWI PRANATA, 24 
tahun, minang, Pelajar/ 
mahasiswa, Kampung 
Pasar Malintang Nagari 
Sungai Sirah Kecamatan 
Silaut Kabupaten Pesisir 
Selatan 

SYAMSIMAR, 70 Tahun, 
Minang, Mengurus Rumah 
Tangga, Kampung Bunga 
Pasang II Nagari Bunga 
Pasang Salido, Kecamatan 
IV Jurai, Pesisir Selatan, 
Sumatera Barat 

PENGRUSAKAN 1 - - - - - -  

06 LP/B/14/IV/2025/SPKT/ Polsek 
Lunang Silaut/ Polres Pesisir 
Selatan/ Polda Sumatera Barat 
30 April 2025 

SYAMSIMAR, 70 Tahun, 
Minang, Mengurus Rumah 
Tangga, Kampung Bunga 
Pasang II Nagari Bunga 
Pasang Salido, Kecamatan 
IV Jurai, Pesisir Selatan, 
Sumatera Barat 

ZULBAIDAH, 48 Tahun, 
Minang, Mengurus Rumah 
Tangga, Kampung Pasar 
Malintang Nagari Sungai 
Sirah Kecamatan Silaut 
Kabupaten Pesisir Selatan 

PENGANIAYAAN 1 - - - - - -  

07 LP/B/15/VI/2025/SPKT/Polsek 
Lunang Silaut/Polres Pesisir 
Selatan/Polda Sumatera Barat 
27 Juni 2025 

NURBILIS,  55  tahun, 
Minang, Mengurus Rumah 
Tangga, kampung Pasar 
Malintang Nagari Sungai 
Sirah Kecamatan Silaut 
Kabupaten Pesisir Selatan 

TAKIP, 80 tahun, Minang, 
Petani/ pekebun, kampung 
Pasar Malintang Nagari 
Sungai Sirah Kecamatan 
Silaut Kabupaten Pesisir 
Selatan 

KDRT - - 1 - - - -  



 

08 LP/B/16/VII/2025/SPKT/Polsek 
Lunang Silaut/Polres Pesisir 
Selatan/Polda Sumatera Barat 
14 Juli 2025 

WAHIDIN, 39 tahun, jawa, 
Petani/pekebun, Kp. 
Rantau Panjang Nagari 
Pasir Binjai Kec. Silaut 
Kab. Pesisir Selatan 

AHMAD SOBIRIN, 35 tahun, 
jawa, petani/pekebun, Kp. 
Rantau Panjang Nagari Pasir 
Binjai Kec. Silaut Kab. 
Pesisir Selatan 

PENGGELAPAN - - 1 - - - -  

09 LP/B/18/X/2025/SPKT/Polsek 
Lunang Silaut/Polres Pesisir 
Selatan/Polda Sumatera Barat 
25 Oktober 2025 

KUKOH PRASETIYO, 40 
tahun, minang, petani/ 
pekebun, Kampung Tanah 
Nago Nagari Sungai Pulai 
Kec. Silaut Kab. Pesisir 
Selatan 

LIDIK PENCURIAN - - 1 - - - -  

10 LP/B/19/XI/2025/SPKT/Polsek 
Lunang Silaut/Polres Pesisir 
Selatan/Polda Sumatera Barat 
17 November 2025 

SAPARI, 39 tahun, 
minang, petani/ pekebun, 
Kampung Suka Maju Silaut 
IV Nagari Air Hitam Kec. 
Silaut Kab. Pesisir Selatan 

RISKI  NURDIANTO  Pgl 
RISKI, Dkk, 28 tahun, Jawa, 
Petani/pekebun, Kampung 
Lubuk Bunta Nagari Lubuk 
Bunta Kecamatan Silaut 
Kabupaten Pesisir Selatan 

PENCURIAN - - - 1 - - -  

 

 
 
 
 
 
 

 

REKAP: 
JUMLAH PERKARA : 10 

JUMLAH PENYELESAIAN : 6 

JUMLAH TUNGGAKAN : 4 

PERSENTASE : 60 % 


